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This study aims to analyze the implementation of the Sustainable Food Crop 
Land (LP2B) management policy in Madiun Regency based on Regional 
Regulation Number 3 of 2020 and identify factors inhibiting its implementation, 
as well as formulate alternative solutions to strengthen the policy in supporting 
agricultural land sustainability and regional food security. This study uses an 
empirical legal method (empirical juridical) with a qualitative descriptive 
approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with the 
Department of Agriculture, and farmers, as well as field observations, while 
secondary data were obtained through a study of laws and regulations and 
policy documents. The analysis was conducted by examining aspects of 
communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in policy 
implementation, using triangulation techniques to ensure data validity. The 
results show that LP2B implementation is not optimal. The main obstacles 
include farmers' low understanding of legal provisions, limited human 
resources and budget, weak cross-sectoral coordination, and economic 
pressures and high land sales prices. In addition, the national target of 
fulfilling 87% of Raw Paddy Land adds to the complexity of implementation at 
the regional level. Strengthening implementation requires improving legal 
communication, strengthening institutional capacity, synchronizing policies 
with spatial planning, and a participatory approach that actively involves 
farmers. 

Kata Kunci:  
Implementasi Kebijakan; 
LP2B; Kabupaten Madiun. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 
pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten 
Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dan 
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penerapannya, serta merumuskan 
alternatif solusi penguatan kebijakan dalam mendukung keberlanjutan lahan 
pertanian dan ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode 
hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data 
primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Dinas Pertanian dan 
petani, serta observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui 
studi peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan. Analisis 
dilakukan dengan mengkaji aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 
struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan, dengan teknik triangulasi 
untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi LP2B belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya 
pemahaman petani terhadap ketentuan hukum, keterbatasan sumber daya 
manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta tekanan 
ekonomi dan tingginya nilai jual lahan. Selain itu, target nasional pemenuhan 
87% Lahan Baku Sawah menambah kompleksitas implementasi di tingkat 
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daerah. Penguatan implementasi memerlukan peningkatan komunikasi hukum, 
penguatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi kebijakan dengan tata ruang, 
serta pendekatan partisipatif yang melibatkan petani secara aktif. 

 

PENDAHULUAN 

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian merupakan fenomena global 

yang berdampak pada ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Tekanan terhadap 

lahan pertanian meningkat seiring urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan ekspansi kawasan 

terbangun.1 Fenomena ini juga terjadi di berbagai negara, seperti Filipina, di mana konversi 

lahan tetap berlangsung meskipun telah ditetapkan zona perlindungan pertanian, yang 

menunjukkan lemahnya efektivitas regulasi dalam praktik.2  

Di Indonesia, konversi lahan sawah produktif menjadi kawasan permukiman dan industri 

semakin meningkat seiring pembangunan wilayah. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya 

berupa penurunan kapasitas produksi pangan, tetapi juga mencerminkan persoalan dalam 

pengendalian pemanfaatan ruang. Berbagai studi menunjukkan bahwa keputusan alih fungsi 

lahan dipengaruhi oleh faktor ekonomi petani, seperti pendapatan dan kondisi kesejahteraan, 

serta faktor sosial dan struktural, seperti luas kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, dan 

kebijakan pemerintah.3 Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi 

juga berkaitan erat dengan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian. 

Secara normatif, perlindungan lahan pertanian telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, 

implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan data, lemahnya 

pengawasan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi.4 Selain itu, ketidaksinkronan antara 

kebijakan LP2B dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) turut memperlemah efektivitas 

 
1 FAO, 2023, Urbanization Affects Agrifood Systems, Creating Challenges and Opportunities to Ensure Access 
to Affordable Healthy Diets. Dalam The State of Food Security and Nutrition in the World 2023, Tersedia di 
https://www.fao.org/3/cc3017en/online/state-food-security-and-nutrition-2023/urbanization-affects-agrifood-
systems.html 
2  Araza, A. B., Gagarin, W., Corales, C. M., Osorio, C. P., Mendosa, M. D., & Ancog, R., “Land Use Policy 
Land-Use Conversion from Agricultural Production Areas to Built-up Areas in the Philippines for Decades 2000–
2020 : Spatial Analysis and Policy Implications”, Land Use Policy 162, No. May 2025 (2026): 107874, 
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107874 
3 Silvian, T., Yunita, & Hekmahtiar, Y., "Alih Fungsi Lahan dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan serta Pola 
Konsumsi Rumah Tangga Petani di Desa Muktijaya Kabupaten Ogan Komering Ilir”, Jurnal Pangan: Media 
Komunikasi dan Informasi, Vol. 33, No. 2 Tahun 2024, hal. 130. https://doi.org/10.33964/jp.v33i2.855  
4 Sholeh, M. S., Nazizah, F., Kristiana, L., & Nurmalasari, Y., Faktor Pengambilan Keputusan Petani dalam Alih 
Fungsi Lahan Pertanian: Review", Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan 
Agribisnis,  Vol. 10, No. 2 Tahun 2024, hal. 2117. http://dx.doi.org/10.25157/ma.v10i2.14054 
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pelaksanaan kebijakan.5 Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum 

(das sollen) dan praktik implementasinya di lapangan (das sein). 

Dalam kerangka desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan LP2B melalui peraturan daerah. Kebijakan nasional 

terbaru, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang 

menargetkan pemenuhan Lahan Baku Sawah sebesar 87% pada tahun 2029, semakin 

menegaskan pentingnya pengendalian alih fungsi lahan.6 Intervensi pemerintah pusat ini 

menuntut adanya sinkronisasi kebijakan yang efektif di tingkat daerah. 

Urgensi permasalahan hukum tersebut tampak nyata di Kabupaten Madiun. Data 

menunjukkan bahwa pada periode 2017–2022 di Kecamatan Pilangkenceng terjadi konversi 

lahan sawah irigasi menjadi permukiman seluas 1.949,5 ha dan industri seluas 37 ha.7 Selain 

itu, luas panen padi di Kabupaten Madiun pada tahun 2024 tercatat sekitar 73.420 ha, 

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.8 9 10 Kondisi ini menunjukkan adanya 

tekanan nyata terhadap keberlanjutan lahan pertanian. Sebagai respons, pemerintah daerah 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang LP2B sebagai 

instrumen hukum pengendalian alih fungsi lahan. Namun, efektivitas implementasi regulasi 

tersebut masih memerlukan kajian lebih mendalam. 

Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada faktor penyebab dan dampak konversi 

lahan, sementara kajian mengenai implementasi kebijakan LP2B dalam kerangka sinkronisasi 

regulasi pusat dan daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk 

 
5 Irawan, A., Noor, T. I., & Karyani, T., “Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Alih Fungsi Lahan Sawah di 
Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat", Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran 
Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, Vol. 9, No. 1 Tahun 2023, hal. 277-290. 
http://dx.doi.org/10.25157/ma.v9i1.8378  
6 Muzqufa, R., Sadino, & Shebubakar, A. N., “Kebijakan Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan : Studi 
Kasus Alih Fungsi Sawah di Kabupaten Karawang”, JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 
5, No. 6 Tahun 2025, hal. 5107. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5211 
7 Arba, Putro, W. D., & Wagian, D., “Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Implikasi 
Hukumnya Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Tampa Izin”, Jatiswara, Vol. 40, No. 2 Tahun 2025, hal. 202. 
8 Bahri, F., & Syahrial, R., “Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi dan Ketahanan 
Pangan di Desa Lampah, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik", Jurnal Agribisnis Wijaya Putra Surabaya 
AGRIWITAS, Vol. 3, No. 2 Tahun 2024, hal. 58–67. https://doi.org/10.38156/agriwitas.v3i02.104 
9 Sari, M. K., 2023, “Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kecamatan 
Pilangkenceng Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur", Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 
Yogyakarta. 
10 Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2025, Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Madiun 2024 
(Angka Tetap), Tersedia di  
https://madiunkab.bps.go.id/pressrelease/2025/04/08/49/luas-panen-dan-produksi-padi-di-kabupaten-madiun-
2024-angka-tetap-.html 
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mengkaji secara empiris pelaksanaan kebijakan LP2B di Kabupaten Madiun, khususnya dalam 

mengidentifikasi hambatan implementasi serta merumuskan strategi penguatan kebijakan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan lahan 

pertanian berkelanjutan di Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2020 tentang LP2B, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan merumuskan alternatif 

solusi dalam memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah guna mendukung ketahanan 

pangan daerah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) untuk 

mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di 

Kabupaten Madiun. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum 

secara normatif, tetapi juga mengkaji pelaksanaan dan efektivitas penerapan hukum dalam 

praktik. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Nugroho yang menyatakan bahwa penelitian 

hukum empiris menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat melalui kajian terhadap 

proses pembentukan hukum, nilai keadilan dalam penerapan hukum, efektivitas pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan, serta implementasi hukum oleh lembaga dan masyarakat.11 

Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan identifikasi kesenjangan antara ketentuan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 

Tahun 2020 tentang LP2B dengan realitas pelaksanaannya di tingkat daerah, termasuk dalam 

konteks penyesuaian kebijakan daerah terhadap kebijakan nasional terbaru terkait target 

pemenuhan Lahan Baku Sawah (LBS) dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW). 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling 

melengkapi untuk memperkuat validitas temuan. Data primer diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Madiun sebagai leading sector 

pengelolaan LP2B, serta petani pemilik dan penggarap lahan pertanian. Pemilihan informan 

dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertanian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui 

studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan dan 

perencanaan daerah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

 
11 Nugroho, S. S., 2025, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Underline, Klaten, hal. 32.  
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perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penggunaan kedua jenis data ini 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, 

observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur 

untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan LP2B, tingkat pemahaman dan 

kepatuhan pihak-pihak terkait terhadap ketentuan LP2B, kendala yang dihadapi dalam 

penerapan kebijakan, serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Observasi lapangan dilakukan 

untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi lahan pertanian, pola pemanfaatan 

lahan, serta indikasi terjadinya alih fungsi lahan di lokasi penelitian. Selain itu, studi 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dan dokumen pendukung, seperti 

RTRW, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta berbagai peraturan perundang-

undangan yang relevan, guna memperkuat analisis dan memberikan gambaran yang lebih 

lengkap mengenai implementasi kebijakan LP2B. 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan deduktif dan induktif secara bertahap. Analisis deduktif dilakukan dengan 

menelaah norma hukum dan kebijakan yang mengatur pengelolaan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan, sedangkan analisis induktif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan 

fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Untuk memperkuat analisis implementasi 

kebijakan, penelitian ini menggunakan kerangka analitis implementasi kebijakan yang 

menitikberatkan pada aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi atau 

komitmen pelaksana dan kelompok sasaran, serta struktur birokrasi guna menilai efektivitas 

pelaksanaan norma hukum dalam praktik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber 

dan metode, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai. 

 

PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten 

Madiun Berdasarkan PERDA Nomor 3 Tahun 2020 Tentang LP2B  

Implementasi kebijakan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten 

Madiun merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan 

amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah 
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Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B) sebagai instrumen hukum daerah untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Secara 

normatif, peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum perlindungan 

lahan pertanian serta mendukung ketahanan pangan daerah. Namun demikian, hasil penelitian 

empiris menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi 

berbagai kendala di tingkat pelaksanaan. 

Analisis implementasi kebijakan LP2B dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan model implementasi kebijakan yang menekankan empat variabel utama, yaitu 

komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana dan kelompok sasaran, serta struktur 

birokrasi.12 Model ini digunakan untuk menilai sejauh mana norma hukum yang telah 

ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik pemerintahan daerah. 

1. Aspek Komunikasi Kebijakan 

Komunikasi kebijakan menjadi faktor awal yang menentukan keberhasilan implementasi 

Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang LP2B. Pelaksanaan komunikasi 

kebijakan dilakukan melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten 

Madiun kepada pemerintah desa dan kelompok tani. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk 

menyampaikan ketentuan hukum mengenai penetapan LP2B, larangan alih fungsi lahan sawah, 

serta kewajiban masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. 

Temuan empiris menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya berhasil 

menghasilkan pemahaman hukum yang memadai di tingkat petani. Wawancara dengan petani 

pemilik dan penggarap lahan menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum memahami 

perbedaan antara Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), 

dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pemahaman petani umumnya terbatas pada fungsi lahan 

sebagai sarana produksi pertanian, tanpa disertai pengetahuan mengenai implikasi yuridis dari 

penetapan lahan tersebut. 

Tabel 1. Luas LSD dan KP2B di Kabupaten Madiun 

Kategori Lahan Luas 

(ha)  

Tahun 

LSD   

2024 

 
12 Saifuddin, R. M., Dawud, J., Abdullah, S., Afandi, M. N., “Strategi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi", Jurnal Media Administrasi Terapan JMAT, Vol. 5, No. 1 
Tahun 2024, hal. 38–41. https://doi.org/10.31113/jmat.v5i1.96 
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Lahan Sawah 

Dilindungi (LSD)  

 

30.662,61 

ha 

 

 

KP2B 

Lahan Pertanian 

Pangan 

Berkelanjutan 

(LP2B) 

Lahan Cadangan 

Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

(LCP2B) 

 

21.587,4 

ha 

 

 

1.501,6 

ha 

 

 

2023 

 

 

 

2023 

Sumber: https://sitarukama.citymap.id/webgis/main 

Data pada Tabel 1 menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara luas Lahan Sawah 

Dilindungi (LSD) sebesar 30.662,61 ha dengan luasan LP2B yang hanya mencapai 21.587,4 

ha serta LCP2B sebesar 1.501,6 ha. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa tidak seluruh lahan 

sawah yang secara faktual memiliki fungsi lindung telah terakomodasi dalam skema 

perlindungan hukum LP2B. 

Secara yuridis, kondisi tersebut mencerminkan adanya gap normatif dalam penetapan 

objek perlindungan, di mana sebagian lahan yang seharusnya berpotensi dilindungi belum 

memperoleh kepastian hukum sebagai LP2B. Hal ini memperkuat temuan bahwa kebingungan 

petani terhadap istilah LSD, LP2B, dan LBS bukan hanya persoalan komunikasi, tetapi juga 

menunjukkan ketidakkonsistenan struktur kebijakan itu sendiri. 

Dengan demikian, tabel ini tidak hanya menggambarkan data luasan lahan, tetapi juga 

menegaskan bahwa kelemahan implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Madiun berakar 

pada ketidaksinkronan antara klasifikasi teknokratis lahan dengan penetapan hukum 

formalnya, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya perlindungan lahan pertanian secara 

efektif. 

2. Aspek Sumber Daya 

Pelaksanaan kebijakan LP2B sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, 

anggaran, dan sarana pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian 
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Kabupaten Madiun menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pengawas dan penyuluh pertanian 

yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lahan LP2B.  

Keterbatasan ini berimplikasi pada lemahnya pengawasan terhadap dinamika alih fungsi 

lahan yang terjadi setiap tahun. Keterbatasan sumber daya anggaran juga menjadi kendala 

utama dalam implementasi kebijakan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 secara normatif 

mengamanatkan pemberian insentif kepada petani yang mempertahankan lahannya sebagai 

LP2B. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu 

merealisasikan insentif fiskal, seperti keringanan pajak, akibat keterbatasan kemampuan 

keuangan daerah. Kondisi ini mengurangi daya dukung kebijakan LP2B dan berpengaruh 

terhadap tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. 

Ketidakseimbangan antara beban kewajiban hukum yang ditetapkan oleh regulasi dan 

kapasitas sumber daya pelaksana menunjukkan bahwa kebijakan LP2B belum didukung oleh 

prasyarat implementasi yang memadai. Situasi ini berpotensi menyebabkan kebijakan berjalan 

secara normatif-administratif tanpa pengaruh signifikan terhadap pengendalian alih fungsi 

lahan. 

3. Aspek Disposisi Pelaksana dan Kelompok Sasaran 

Disposisi pelaksana kebijakan mencerminkan tingkat komitmen pemerintah daerah 

dalam melaksanakan ketentuan Perda LP2B. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas 

Pertanian Kabupaten Madiun memiliki komitmen untuk melindungi lahan pertanian 

berkelanjutan, yang tercermin dari penyusunan peta LP2B dan upaya koordinasi dengan 

instansi terkait. Komitmen tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan 

dan sikap pelaksana kebijakan. 

Disposisi kelompok sasaran, khususnya petani, menunjukkan kondisi yang berbeda. 

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi, kebutuhan pemenuhan ruang 

hunian, serta tingginya nilai jual lahan sawah mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Struktur 

penguasaan lahan di Kabupaten Madiun yang didominasi oleh penggarap, bukan pemilik lahan, 

menyebabkan kebijakan LP2B sulit diterapkan secara efektif. Penggarap lahan tidak memiliki 

kewajiban hukum untuk menentukan perubahan fungsi lahan, sementara pemilik lahan tidak 

selalu terjangkau oleh mekanisme sosialisasi kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

disposisi kelompok sasaran belum sepenuhnya selaras dengan tujuan perlindungan lahan 

pertanian. Ketidaksesuaian ini memperlemah efektivitas penerapan larangan alih fungsi lahan 

sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2020. 
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4. Aspek Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan LP2B melibatkan berbagai organisasi 

perangkat daerah, antara lain Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Bappeda, serta pemerintah desa. 

Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan juga berkaitan dengan kewenangan instansi lain 

dalam pengelolaan tata ruang, irigasi, dan penanggulangan bencana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi masih bersifat sektoral dan 

belum terintegrasi secara optimal. Permasalahan teknis seperti banjir, kekeringan, dan 

kerusakan jaringan irigasi belum sepenuhnya diintegrasikan dalam perencanaan perlindungan 

LP2B. Ketidakterpaduan struktur birokrasi ini berdampak pada lemahnya konsistensi 

kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan arah pembangunan daerah. 

Faktor-Faktor Penghambat dan Alternatif Solusi Penguatan Implementasi Kebijakan 

LP2B di Kabupaten Madiun 

Faktor penghambat implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Madiun terdiri atas 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya 

manusia, keterbatasan anggaran daerah, serta lemahnya koordinasi lintas organisasi perangkat 

daerah. Faktor eksternal mencakup keterbatasan pemahaman hukum masyarakat, tekanan 

ekonomi, tingginya nilai jual lahan, serta kompleksitas struktur kepemilikan dan penguasaan 

lahan pertanian. 

Tabel 2. Triangulasi Faktor Hambatan LP2B (Lapangan vs Literatur) 

Faktor 

Penghambat 

Temuan 

Lapangan 

Literatur 

Komunikasi 

 

 

 

 

 

Sumber 

Daya 

Petani masih 

bingung 

membedakan 

antara LP2B, 

LBS dan 

LSD 

Pengawas 

terbatas 

Sari 

(2023): 

Sosialisasi 

minim 

 

 

Saifuddin 

et al. 

(2024) 

Birokrasi Koordinasi 

sektoral 

Perda Kab. 

Madiun 
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3/2020 

Pasal 38 

 

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa terdapat konsistensi antara temuan lapangan dan 

literatur terkait faktor penghambat implementasi kebijakan LP2B, khususnya pada aspek 

komunikasi dan sumber daya. Temuan bahwa petani masih kesulitan membedakan konsep 

LP2B, LBS, dan LSD selaras dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan lemahnya 

efektivitas sosialisasi kebijakan. 

Namun, tabel ini juga mengungkap dimensi yang lebih dalam, yaitu bahwa hambatan 

implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan secara sistemik. Keterbatasan 

sumber daya pengawas, misalnya, tidak hanya berdampak pada lemahnya pengawasan, tetapi 

juga memperburuk kualitas komunikasi kebijakan di tingkat akar rumput. Sementara itu, 

koordinasi birokrasi yang masih sektoral menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum 

didukung oleh integrasi kelembagaan yang memadai. 

Secara analitis, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kegagalan implementasi 

kebijakan LP2B di Kabupaten Madiun bukan semata-mata disebabkan oleh faktor teknis, 

melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola kebijakan publik, khususnya 

dalam hal sinkronisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, dan distribusi kewenangan 

antarinstansi. 

Dengan demikian, tabel ini berfungsi sebagai alat validasi empiris yang menegaskan 

bahwa hambatan implementasi LP2B memiliki karakter multidimensional dan saling terkait, 

sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Implementasi kebijakan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di 

Kabupaten Madiun berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 secara normatif telah memiliki 

landasan hukum yang jelas dan selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. 

Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen melalui penetapan peta LP2B, pelaksanaan 

sosialisasi, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Namun demikian, berdasarkan analisis 

model implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. 

Kendala implementasi terlihat pada empat variabel utama. Aspek komunikasi belum 

sepenuhnya membangun pemahaman substantif petani terhadap implikasi yuridis LP2B. 
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Aspek sumber daya masih terbatas pada jumlah pengawas dan kemampuan fiskal daerah, 

sehingga pengawasan dan pemberian insentif belum maksimal. Disposisi kelompok sasaran 

belum selaras dengan tujuan perlindungan lahan karena adanya tekanan ekonomi, tingginya 

nilai jual lahan, serta struktur penguasaan lahan yang kompleks. Selain itu, struktur birokrasi 

yang masih bersifat sektoral menyebabkan koordinasi belum terintegrasi secara efektif. Faktor 

internal dan eksternal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan LP2B masih menghadapi 

tantangan struktural dan sosial-ekonomi yang memengaruhi efektivitas pengendalian alih 

fungsi lahan. 

Saran 

Penguatan implementasi kebijakan LP2B perlu diarahkan pada peningkatan kualitas 

komunikasi melalui pendampingan hukum yang berkelanjutan dan penyederhanaan 

pemahaman terminologi kebijakan bagi petani. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas 

penyuluh dan pengawas lahan serta merancang skema insentif yang realistis sesuai kemampuan 

fiskal daerah agar kebijakan tidak hanya bersifat pembatasan, tetapi juga memberikan manfaat 

konkret bagi petani. 

Sinkronisasi antara kebijakan LP2B dan rencana tata ruang wilayah perlu diperkuat 

melalui koordinasi lintas sektor yang lebih terpadu dan berbasis data spasial yang mutakhir. 

Selain itu, pendekatan partisipatif dengan melibatkan petani sebagai subjek kebijakan harus 

dikedepankan agar tercipta rasa memiliki terhadap kebijakan perlindungan lahan. Dengan 

langkah-langkah tersebut, perlindungan lahan pertanian dapat berjalan lebih efektif dan 

berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan ketahanan pangan daerah. 
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